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LAMPIRAN III KUESIONER 

I. Kata Pengantar 

Dengan Hormat 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang 

peneliti kerjakan di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer 

Universitas Djuanda Bogor yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Caringin Kabupaten 

Bogor".  

Dalam hal ini, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu yang termasuk 

kedalam pengurus Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan 

Caringin untuk mengisi kuesioner ini sebagai kelengkapan data yang akan 

digunakan sebagai bahan penyusun tugas akhir. Peneliti berharap kesediaan 

Bapak/Ibu untuk membantu penelitian ini dengan mengisi secara lengkap 

kuesioner yang terlampir.  

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada responden yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membantu mengisi kuesioner ini. 

 

      Hormat saya, 

 

      Suminar Hardiansyah 
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II. Identitas Responden  

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 

Jabatan   :  

Pendidikan Terakhir : 

Desa   :  

 

III. Keterangan Pilihan Jawaban 

Adapun kategori pilihan jawaban yang dapat Bapak/Ibu pilih yaitu sebagai 

berikut:  

Kategori Jawaban Nilai 

Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak 

Memadai/Sangat Tidak Mampu/Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak 

Jelas/Sangat Tidak Tepat 

1 

Tidak Setuju/Tidak Baik/Tidak memadai/Tidak Mampu/Tidak 

Sesuai/Tidak Jelas/Tidak Tepat 
2 

Cukup Setuju/Cukup Baik/ Cukup Memadai/Cukup Mampu/Cukup 

Sesuai/Cukup Jelas/Cukup Tepat 
3 

Setuju/Baik/Memadai/Mampu/Sesuai/Jelas/Tepat 4 

Sangat Setuju/Sangat Baik/Sangat Memadai/Sangat Mampu/Sangat 

Sesuai/Sangat Jelas/Sangat Tepat 
5 
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Kuesioner 

Beri Tanda silang (√) pada jawaban yang dipilih! 

NO INDIKATOR PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 

1 2 3 4 5 

 Komunikasi  

1 Transmisi 

Bagaimana komunikasi yang 

dilaksanakan di kecamatan kepada 

setiap desa tentang informasi dalam 

pengelolaan BUMDes? 

     

2 Kejelasan 

Bagaimana Informasi tentang 

BUMDes yang disampaikan di 

Kecamatan Caringin? 

     

3 Kapasitas 

Konsisten 

Apakah Penyampaian informasi 

tentang BUMDes yang 

disampaikan sudah terencana dan 

konsisten? 

     

 Sumber Daya 

4 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Manusa 

Bagaimana Kemampuan 

keterampilan Sumber Daya 

Manusia dalam pengelolaan 

BUMDes di Kecamatan 

Caringin? 

     

5 

Bagaimana kemampuan tingkat 

pendidikan Sumber Daya 

Manusia dalam pengelolaan 

BUMDes di Kecamatan 

Caringin? 

     

6 

Bagaimana kemampuan tanggung 

jawab Sumber Daya Manusia 

dalam pengelolaan BUMDes di 

Kecamatan Caringin? 

     

7 

Bagaimana etika kerja Sumber 

Daya Manusia dalam pengelolaan 

BUMDes di Kecamatann 

Caringin?  

     

8 
Kapasitas 

Sarana dan 

Prasarana 

Bagaimana Sarana dan Prasarana 

untuk mendukung proses 

implementasi dan kenyamanan 

implementor dalam pengelolaan 

dan pelaksanaan BUMDes di 

Kecamatan Caringin? 
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 Disposisi 

9 
Kapasitas 

Pengangkatan 

Birokrat 

Bagaimana sikap para 

implementor dalam pelaksanaan 

Program-program BUMDes 

kepada masyarakat di Kecamatan 

Caringin? 

     

10 
Kapasitas 

Insentif 

/Keuangan 

Bagaimana sumber keuangan 

BUMDes untuk di Kecamatan 

Caringin? 

     

11 
Bagaimana alokasi anggaran 

BUMDes di Kecamatan 

Caringin? 

     

 Struktur Birokrasi 

12 
Kapasitas 

Prosedur 

Kerja 

Bagaimana Pelaksanaan 

SOP/pedoman pada pengelolaan 

dan pelaksanaan Program-

program BUMDes di Kecamatan 

Caringin? 

     

13 
Bagaimana Sistem kerja pengurus 

pada Program BUMDes di 

Kecamatan Caringin? 

     

14 Fragmentasi 

Bagaimana susunan struktur 

kepengurusan BUMDes di 

Kecamatan Caringin? 
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LEMBARAN IV HASIL KUESIONER 
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LAMPIRAN V DOKUMENTASI 

a. Desa Ciderum 
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Contoh tempat sampah sesuai dengan jenis sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dari Produk Daur ulang sampah dari program BUMDes Desa Ciderum 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Pengurus BUMDes Desa Ciderum 
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Pengisian Kuesioner Pengurus BUMDes Desa Ciderum 
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b. Desa Ciherang Pondok 

Wawancara dengan Kepala Desa dan Pengurus BUMDes Desa Ciherang Pondok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian Kuesioner pengurus BUMDes Desa Ciherang Pondok 
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c. Desa Muarajaya 

Wawancara dengan Sek.Des Desa Muara Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian Kuesioner  
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Contoh Program BUMDes di Desa Muarajaya Pengolahan Sampah Limbah  
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK 

DESA (BUMDES) DI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN 

BOGOR 

 

Suminar Hardiansyah1*, Rita Rahmawati2, Afmi Aprilliani3. 

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu 

Komputer  

Universitas Djunda, Jl. Tol Ciawi No.1, Kontak Pos 35, Bogor 16720. 

 

*Korespondensi: Suminar Hardiansyah. suminar.hardiansyah@unida.ac.id  

ABSTRACT 

Implementation means providing a means of implementing something that has an impact or 

influence on something. The policy is a series of concepts and principles that serve as a reference 

and basis for planning in the implementation of a work or method of action. Village-Owned 

Enterprises (BUMDes) are able to carry out struggles in the economic and public services sector 

in accordance with the provisions of laws and regulations. The purpose of this research is to find 

out how it is implemented, the obstacles and what efforts have been made to achieve the Village 

Owned Enterprises (BUMDes) program in Caringin District, Bogor Regency. The method used in 

this research is a quantitative method with a descriptive approach. Data collection techniques 

were carried out using observation as primary and secondary data, interviews, questionnaires 

and supplemented by documentation data and library studies as secondary data. The analysis 

technique used is the Weight Mean Score (WMS) formula. The research results provide an 

average value of 3.79 which is included in the good value category. This is observed according to 

aspects, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure that have 

been well realized. but the need for maintenance in infrastructure and finance as well as 

incentives. as a result, efforts were made to use responsible administrators and collaborate with 

each other to discuss overcoming existing obstacles. 

 

Keywords: Village Owned Enterprises (BUMDes), Implementation, Policies and Districts. 

 

ABSTRAK 

Implementasi artinya menyediakan suatu sarana dalam melaksanakan sesuatu yang mempunyai 

adanya dampak atau pengaruh disesuatu. Kebijakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

acuan dan dasar rencana dalam suatu pelaksanaan suati pekerjaan atau cara tindakan. Badan 

mailto:suminar.hardiansyah@unida.ac.id
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Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bisa menjalankan usaha dibidang tingkat ekonomi dan 

kepelayanan umum  yang keseuaian menggunakan aturan dengan peraturan perundang-

undangan.  Adapun tujuan penelitian ini merupakan buat mengetahui bagaimana implementasi, 

kendala serta upaya apa saja yang dilakukan demi tercapainya program Badan usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah metode kuntitatif dengan pendekatan deskriptif. Cara teknik pengumpulan 

data dilakukan menggunakan observasi menjadi data utama serta sekunder, wawancara, 

kuesioner dan dilengkapi menggunakan data dokumentasi dan  studi perpustakaan menjadi data 

sekunder. Teknik analisa yang digunakan ialah memakai rumus Weight Mean Score (WMS). 

Adapun hasil penelitian memberikan nilai rataan 3.79 yang termasuk ke dalam kategori nilai 

baik. Hal ini dicermati sesuai aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur 

birokrasi yg sudah terealisasi dengan baik. namun diperlukannya pemeliharaan dalam sara dan 

prasarana dan keuangan serta insentif. sebagai akibatnya upaya yang dilakukan menggunakan 

para pengurus yang bertanggung jawab serta kolaborasi saling berdiskusi mengatasi kendala-

kendala yang ada. 

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Implementasi, Kebijakan dan Kecamatan.  

Suminar Hardiansyah, 2023, Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.  
 

PENDAHULUAN 

 Program pemerintahan dalam 

menunjang pembangunan pada desa ialah 

kebijakan pembuatan program Badan usaha 

Milik Desa (BUMDes) melalui program ini yang 

dibuat bersama-sama oleh warga serta 

pemerintahan Desa dan pengelolaannya 

dilakukan oleh pemerintah desa dan warga 

yang dilakukan salah satu untuk meningkatkan 

perekonomian Desa dan pendukung usaha-

usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi Desa. 

Salah satu bentuk Program Di 

Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor yaitu 

Program BUMDes yang berada di Kecamatan 

Caringin Sendiri, dimana setiap Desa terdapat 

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 

mewujudkan berkembangnya desa demi 

kesejahteraan masyarakat dan desa.  

Adapun keberadaan BUMDes di 

Kecamatan Caringin sudah ada sebanyak 12 

BUMDes yang disajikan dalam gambar berikut.    

 

 

 

 

   Sumber: Kecamatan Caringin 2022 

No Desa 
Jumlah 

BUMDes 
Keterangan 

1. Ciderum 1 Berkembang 
2. Pancawati 1 Berkembang 
3. Ciherang 

Pondok 
1 Berkembang 

4. Cimande 1 Berkembang 
5. Lemah 

Duhur 
1 Berkembang 

6. Cimande 
Hilir 

1 Berkembang 

7. Caringin 1 Fakum 
8. Muarajaya 1 Berkembang 
9. Cinagara 1 Fakum 

10. Pasir 
Muncang 

1 Berkembang 

11. Pasir 
Buncir 

1 Berkembang 

12. Tangkil 1 Fakum 
Jumlah 12 
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Implementasi Kebijakan Program 

BUMDes, penelitian yang dilaksanakan di 

Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor 

sebagai potensi faktor sumber daya manusia 

dan keuangan di Kecamatan Caringin 

Kabupaten Bogor di setiap kebijakan desa 

belum optimal untuk kemanfaatan bersama 

dengan BUMDes meskipun sudah berjalan. 

Melihat potensi acuan yang ada baik itu secara 

data ataupun secara langsung di Kecamatan 

Caringin Kabupaten Bogor nampak masyarakat 

setempat memiliki dorong untuk mencari 

jawaban dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan bersama.  

Terdapat beberapa faktor permasalahan 

dalam menghadapi Program (BUMDes) Di 

Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor ialah 

Perekrutan Pengurus BUMDes yang kurang 

maksimal dari Desa, Anggaran dari Desa kurang 

maksimal dari Pengelolaan BUMDes karena 

adanya pengaruh dari Sumber Daya Manusia 

kurang bisa mengelola dana BUMDes, 

Pembinaan dari kepala desa, dinas atau 

petunjuk pelaksanaan teknisnya kurang 

dipahami dalam hal aturan serta kurangnya 

sosialisasi terhadap masyarakat setempat tentang 

adanya Program Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). 

MATERI DAN METODE 

Menurut (George C. Edward III, Rulinawaty 

Kasmad, 2018). Adanya empat variabel 

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan 

Struktur Birokrasi yang menentukan suatu 

kejayaan/keberhasilan implementasi kebijakan. 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Susunan 

kepengurusan pengelola BUMDes sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari adanya 

penasehat, pelaksana serta para pengawas. 

 Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah penelitian metode 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Teknik yang digunakan untuk menentukan 

sampel adalah Cluster Random Sampling 

(Sampel Acak Area). Cluster Sampling adalah 

teknik/cara sampling secara berkelompok. 

Khusus dalam mengambil sampel jenis ini 

berdasar kelompok / area tertentu saja, 

sehingga acuan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai penelitian tentang 

terdapat sesuatu dibagian yang berbeda 

didalam suatu populasi yang di teliti. Peneliti 

membutukan sampel atau pengurus dalam 

Program BUMDes dijadikan sebagai sumber 

data dalam penelitian dengan sampel diambil 

berjumlah 21 orang, Desa Ciderum sebanyak 7 

orang, Desa Ciherang Pondok 7 orang dan Desa 

Muarajaya sebanyak 7 orang, peneliti memilih 3 

Desa tersebut telah mencapai indikator 

implementasi kebijakan  Program (BUMDes) Di 

Kecamatan Caringin kabupaten Bogor. 

Cara dalam pengambilan serta 

pengumpulan data yang digunakan ialah adanya 

data primer dan sekunder. Adapun data primer 

dapat melalui angket/kuesioner, Wawancara, 

observasi langsung. Data sekunder dokumentasi 

dan Penelitian Kepustakaan (Libarary 

Research). Data penelitian pengolahan 

didasarkan dengan jawaban dari responden 

melalui kuesioner menggunakan teknik analisa 

Weight Mean Score (WMS) dengan kriteria 5 

<sangat setuju>, 4 <setuju>, 3 <cukup setuju>, 2 

<tidak setuju> dan 1 <sangat tidak setuju>.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan 

yang nampak setelah dikeluarkannya arahan 

yang sah dari suatu rangkaian konsep serta 

pemahaman yang terjadi setelah penyusunan 

rencana yang menjadi fokus penerapan 

rangkaian konsep pemerintah. Implementasi 

Kebijakan Program BUMDes diukur menurut 

George C Edward III (2019) berdasarkan 4 

dimensi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya 

Disposisi, Struktur Birokrasi.  

1. Komunikasi  
Tujuan sasaran kebijakan terdapat adanya 

capaian dengan kesesuaian yang  diharapkan 

kemungkinan dengan pelaku kebijakan dapat 

mengetahui apa yang harus disiapkan awalnya 
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dalam dilakukan menjalankan setelah 

menerima informasi mengenai kebijakan 

publik. Terdapat indikator untuk mengukur 

keberhasilan/kejayaan dalam variabel komunikasi 

ialah: 

i. Transmisi: 
ii. Kejelasan; 

iii. Konsisten. 
 

Dimensi komunikasi diukur berdasarkan 

indikator transmisi, kejelasan dan konsisten. 

Tabel 1 Rekapitulasi Tanggapan Responden 

mengenai Dimensi Komunikasi. 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2023 

Berdasarkan tabel diatas rekapitulasi pada 

dimensi komunikasi pada Program (BUMDes) di 

Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor memiliki 

skor rataan 3.90 dengan kategori penilaian baik. 

Dengan terbentuknya komunikasi yang baik, 

transmisi, kejelasan dan konsisten yang baik 

hanya saja perlu tetap mempertahankan 

komunikasi yang terjalin agar tidak 

menyebabkan adanya kesalahan dalam 

menerima informasi tersebut. 

Hasil Wawancara dan observasi lapangan 

dengan salah satu Ketua BUMDes di Kecamatan 

Caringin Kabupaten Bogor salah satunya di 

Desa Ciderum untuk indikator dari dimensi 

Komunikasi menjelaskan bahwa untuk 

transmisi dari komunikasi yang dilaksanakan 

sudah dikatakan berjalan dengan baik dan jelas, 

kejelasan untuk mendapatkan informasi yang 

disampaikan dari Kecamatan tentang program 

BUMDes yang disampaikan kepada Desa sudah 

jelas dan kekonsisten dalam jadwal 

penyampaian informasi kepada desa terkadang 

mendapatkan info tidak terjadwal jika ada 

informasi terbaru 

2. Sumber Daya 
Sumber daya manusia adalah perangkat 

paling dibutuhkan dan penting didalam suatu 

organisasi untuk dapat mencapai dan 

terjalannya tugas  kesesuaian dengan tujuan 

awal dalam oraganisasi yang telah ditetapakan 

sebelumnya. Dalam mengimplementasikan 

kebijakan, sumber daya terdiri dari beberapa, 

ialah: 

i. Sumber Daya Manusia (SDM); 
ii. Machines (Mesin): 

Indikator dari sumber daya ialah sumber 

daya manusia dan sarana dan prasarana. 

Tabel 2 Rekapitulasi Tanggapan Responden 

mengenai Dimensi Sumber Daya. 

  Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2023 

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi pada 

dimensi Sumber Daya (BUMDes) Kecamatan 

Caringin memiliki skor 3.71 dengan kategori 

penilaian baik. Hal ini berdsarkan indikator 

adanya pelatihan, pendidikan, monitoring dan 

evaluasi dalam bekerja dan keterampilan dan 

mengembangkan program. Pada aspek 

pelatihan dan pendidikan sudah bisa dakatakan 

dengan baik dan sesuai dengan tugasnya 

pengurus BUMDes. Pada aspek sarana dan 

prasarana dapat dibilang dengan baik, namun 

hal tersebut dapat mendapatkan alat yang 

lengkap untuk perkembangan program 

BUMDes serta lebih diperhatikan lagi dalam 

pemeliharaan sarana (alat-alat dll) dan 

prasarana (Tempat, gedung dll) agar tidak 

menimbulkan keperluan pendukung tersebut 

cepat rusak. 

3. Disposisi 
Disposisi suatu Sikap dari pelaksana 

perencanaan ialah faktor penting yang ketiga 

dalam melaksanakan suatu kebijakan publik. 

Dalam implementasi kebijakan terdiri atas: 

No Indikator Rerata 
Kriteria 

Penilaian 

1. Transmisi 4.09 Baik 

2. Kejelasan 3.95 Baik 

3. Konsisten 3.66 Baik 

Komunikasi 3.90 Baik 

No Indikator Rerata 
Kriteria 

Penilaian 

1. 
Sumber Daya 
Manusia 

3.71 Baik 

2. 
Sarana dan 
Prasarana 

3.71 Baik 

Sumber Daya 3.71 Baik 
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i. Pengangkatan birokrasi; 
ii. Insentif; merupakan salah satu teknik yang 

menjadi saran dalam mengatasi masalah 
suatu sikap perencanaan  baik dengan 
mengeluarkan ide adanya insentif.  

 

Indikator dari disposisi ialah adanya 

sumber daya manusia dan sarana dan 

prasarana. 

Tabel 3 Rekapitulasi Tanggapan Responden 

mengenai Dimensi Disposisi. 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2023 

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi pada 

dimensi Disposisi pada program (BUMDes) di 

Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor memiliki 

skor 3.60 dengan kategori penilaian Baik. 

Pengangkatan birokrat yang dipilih untuk 

keperluan pengurusan kegiatan program 

BUMDes, sumber keuangan yang didapatkan 

berasal dari program usaha-usaha desa 

melibatkan warga masyarakat dan untuk 

alokasi anggaran yang digunakan untuk 

keperluan administrasi dan kegiatan-kegiatan 

Program (BUMDes).   

4. Struktur Birokrasi  
Struktur birokrasi merupakan kebijakan 

tidak dapat terlaksanakan atau realisasi serta 

apapun sumber daya untuk melakukan sesuatu 

kebijakan, ataupun beberapa anggota pelaksana 

dalam kebijakan mengetahui seharusnya apa 

yang harus dilakukan serta mempunyai suatu 

kegiatan yang sesuai keinginan untuk 

melaksanakan tindakan perencanaan jika 

terdapat kelemahan-kelemahan dalam stuktur 

birokrasi. Indikator struktur birokrasi terdiri 

atas prosedur kerja/SOP dan fragmentasi. Dua 

karakteristik yang dapat menggebrak 

manajemen organisasi ke arah yang lebih baik 

adalah: 

i. SOP adalah suatu rencana atau kegiatan 
terencana terus yang memungkinkan bagi 
pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti 
aparatur, administrator, atau birokrat) 
dalam melaksanakan kegiatannya sesuai 
dengan aturan yang sudah ditetapkan sejak 
awal. 

ii. Melaksanakan fragmentasi;  
Indikator dari struktur birokrasi terdiri atas 

prosedur kerja dan Fragmentasi.  

Tabel 4 Rekapitulasi Tanggapan Responden 

mengenai Dimensi Struktur Birokrasi. 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2023 

Tabel diatas, rekapitulasi pada dimensi 

struktur birokrasi pada program di Kecamatan 

Caringin Kabupaten Bogor memiliki skor 3.94 

dengan kategori baik. Penerapan Standard 

Operating Procedures dan fragmentasi didalam 

struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan 

baik oleh pengurus program (BUMDes) yang 

telah ditetapkan dengan berlangsungnya 

implementasi cukup baik kesesuaian dengan 

jabatan serta tugasnya masing-masing.  

Tabel 5 Rekapitulasi Tanggapan 

Responden Mengenai Implementasi Kebijakan 

Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di 

Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. 

Dimensi Rerata Kriteria 
Komunikasi : 
Transmisi 4.09 Baik 
Kejelasan 3.95 Baik 
Konsisten  3.66 Baik 
Rataan Dimensi 
Komunikasi  

3.90 Baik 

Sumber Daya : 
Sumber Daya Manusia 3.71 Baik 
Sarana dan Prasarana 3.71 Baik 
Rataan Dimensi 
Sumber Daya 

3.71 Baik 

Disposisi : 
Pangangkatan 
Birokrasi 

3.71 Baik 

Insentif 3.50 Baik 

No Indikator Rerata 
Kriteria 

Penilaian 

1. 
Pengangkatan 
Birokrasi 

3.71 Baik 

2. Insentif 3.50 Baik 
Disposisi 3.60 Baik 

No Indikator Rerata 
Kriteria 

Penilaian 

1. 
Prosedur 
Kerja 

3.83 Baik 

2. Fragmentasi 4.05 Baik 

Struktur Birokrasi 3.94 Baik 
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Rataan Dimensi 
Disposisi 

3.60 Baik 

Struktur Birokrasi 
Prosedur Kerja 3.83 Baik 
Fragmentasi 4.05 Baik 
Rataan Dimensi 
Struktur Birokrasi 

3.94 Baik 

Nilai Rataan Variabel 
Implementasi 
Kebijakan 

3.79 Baik 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2023 

Berdasarkan hasil tabel diatas, 

implementasi kebijakan program (BUMDes) di 

Kecamtan Caringin Kabupaten Bogor, 

menunjukkan skor rerata 3.79 Dengan kriteria 

penilaian baik berdasarkan dimensi 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi.  

Disimpulkan bahwa dalam penelitian 

Komunikasi dilaksanakan oleh pengurus 

program BUMDes termasuk kedalam kategori 

baik, dengan melaksanakan komunikasi antar 

desa dan kecamatan dilaksanakan secara 

langsung atau melalui rapat dan melakukan 

secara dalam jaringan (online) untuk terus 

berjalannya komunikasi agar tidak terlambat 

mendapatkan informasi yang disampaikan 

sesuai dengan perencanaan dan ketepatan 

dalam menjalankan penyampaian informasi.  

 Dalam penelitian ini sumber daya Dari 

kemampuan keterampilan, tanggung jawab, 

etika kerja dan kesesuian kemampuan tingkat 

pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik 

oleh para pengurus BUMDes sesuai dengan SOP 

yang berlaku. Pada indikator sarana dan 

prasarana harus lebih diperhatikan dan 

ditingkatkan untuk mendukung berlangsungnya 

kenyamanan para pengurus BUMDes dan 

pengelolaan program dan tidak terjadinya 

penghambatan dalam menjalan program 

BUMDes. 

Hasil analisa berdasarkan pengangkatan 

birokrasi sikap para implemntator dalam 

pelaksanaan program BUMDes kepada 

masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik 

akan tetapi hal tersebut masih sama saja 

mendaptkan beberapa masyarakat belum 

memahami dari prpogram BUMDes dengan hal 

ini pengurus program BUMDes memberikan 

pengertian, perhatian penjelasan dan praktik 

salah satu program BUMDes disetiap desa-desa. 

Pada indikator insentif dari sumber keuangan 

untuk program BUMDes sudah dikatakan 

dengan baik akan hal tersebut pendapatan 

sumber keuangan setiap desa berbe-beda. 

Insentif dari sumber anggaran program 

BUMDes desa dari kecamatan berbeda-beda hal 

tersebut pengajuan dari desa ke kecamatan 

berbeda penyesuaian dengan suatu program 

BUMDes. 

Struktur birokrasi ialah pelaksanaan 

SOP/pedoman pada pengelolaan program 

BUMDes disetiap desa-desa sudah dijalankan 

dengan baik oleh pengurus BUMDes sesuai 

dengan jabatannya masing-masing, sistem kerja 

pengurus program BUMDes yang yang 

dilaksanakan sudah secara konsisten dan 

terencana kesesuaian dengan program. 

Fragmentasi yang dimaksud ialah susunan 

struktur kepengurusan program BUMDes 

disetiap desa sudah ditenpakan dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan program BUMDes ada 

yang menyesuaikan keahlian pengurus seperti 

dengan sumber daya alam dan lain halnya.  

Faktor yang Menghambat Program BUMDes 

di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor 

Adapun hambatan yang penulis temukan 

dalam implementasi kebijakan program 

(BUMDes) di Kecamatan Caringin Kabupaten 

yaitu:  

1) Kurangnya Sarana dan Prasarana. 
Hal ini menjadi alasan para pengurus 

program BUMDes menjadi harus lebih kuat 
dalam mempertahankan sumber daya salah 
satunya dalam sumber daya manusia yang tidak 
bisa hanya memprioritaskan kepentingnnya 
pribadi dan untuk sarana dan prasarana tetap 
menjaga pemeliharaan sarana dan prasarana 
program BUMDes seperti dalam pengelolaan 
sampah masih kurang memadai maka sarana 
yang dibutuhkan masih kurang dikarenakan 
dengan jumlah sampah yang lumayan banyak 
dalam pengeloaan sampah dengan cara 
menggunakan alat dan tempat yang sudah ada. 
2)  Keuangan (insentif) 
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Menurut hasil observasi langsung, adanya 

anggaran dari desa kurang maksimal karena 

terkena dampak Covid-19 sehingga 

menimbulkan terhambatnya pengelolaan 

BUMDes di desa minumbulkan anggaran yang 

di dapat kurang memenuhi sesuai dengan 

kebutuhan pengelolaan program BUMDes. 

3) Kurangnya Kekonsintenan Sumber Daya 
Manusia. 
Menurut hasil observasi langsung dan 

wawancara dengan ketua BUMDes, pelaksana 

operasional dari program BUMDes masih perlu 

ditingkatkan kembali dalam mendapatkan 

informasi kepada para pengurus BUMDes yang 

terkadang tidak terjadwal dalam informasi 

terbaru. Hal ini terjadi dikarenakan masih 

adanya kesibukan hal lain oleh pelaksana 

operasional hal tersebut dapat menimbulkan 

tidak konsntrasi. 

Solusi Mengatasi Hambatan Program 

BUMDes Di Kecamatan Caringin Kabupaten 

Bogot  

Upaya usaha yang dilaksanakan dalam 

mengatasi hambatan implementasi kebijakan 

program (BUMDes) di Kecamatan Caringin 

Kabupaten Bogor adalah:  

1) Perbaikan dan penambahan Sumber Daya 
dan sarana dan prasarana secara berkala 
Cara mendukung kelancaran program 

BUMDes pengelolaan sampah, meningkatkan 

sosialisai dan komunikasi dengan masyarakat 

tentang program BUMDes pengelolaan sampah 

dan masyarakat harus meningkatkan tingkat 

keperdulian dengan cara mulai membuang 

sampah sesuai jenis sampah tersebut, agar 

dapat mudah diolah dengan sesuai jenis 

sampahnya. 

2) Usaha mendapatkan sumber anggaran 
dana lain 

Biaya merupakan faktor penghambat yang 

selanjutnya untuk berkembangnya program 

BUMDes yang mana sempat menjadikan 

terhambatnya program tersebut akibat Covid-

19 yang menimbulkan anggran untuk program 

BUMDes di bidang pengelolaan sampah kurang 

kondusif. Seperti di desa Ciderum dengan 

menmbah mencari sumber keuangan dengan 

sampah yang di kelola dibuat untuk dijakan 

beberapa kerajinan, seperti tikar, tempat 

permen, tas dan lain-lain yang bisa di 

perjualkan. 

3) Adanya monitoring dan evaluasi Sumber 
Daya Manusia 

Hal ini, pengurus program Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) mendapatkan adanya 

monitoring dan evluasi serta adanya sanksi dan 

tata terbit dari pihak desa dan pihak kecamatan 

mengenai pelaksanaan program (BUMDes) 

sesuai dengan pedoman yang sudah ada sejak 

awal.  

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
KESIMPULAN 

Pada hasil analisa data Implementasi 

Kebijakan Program (BUMDes) di Kecamatan 

Caringin Kabupaten Bogor mendapatkan nilai 

rataan 3.79 yang termasuk dalam kategori baik. 

hal ini diukur berdasarka 4 Dimensi yaitu dari 

nilai indikator terbesar dan terkecil: 

a. Kebijakan Transmisi yang mendapatkan 
nilai 4.09 yang termasuk kategori nilai baik. 
Hal ini diukur berdasarkan dari dimensi 
komunikasi. Dimensi ini menunjukkan 
komunikasi yang berjalan dengan baik. 
Prihal dalam penyampaian yang 
disampaikan dari kecamatan atau dari 
pemerintahan desa terhadap pengurus 
BUMDes yang terlaksanakan dengan efektif 
dan baik yang dilakukan secara langsung 
maupun online. 

b. Kebijakan dalam keuangan yang 
mendapatkan nilai 3.50 yang termasuk 
kategori baik. Hal ini diukur berdasarkan 
dari dimensi Sumber Daya. Namun dimensi 
ini menunjukkan indikator insentif yang 
masih mendapatkan kurang dalam insentif 
keuangan, yang mana hal ini menjadi salah 
satu pendukung demi terus berjalannya 
suatu program tanpa keungan suatu 
organisasi bisa berdampak tidak 
berkembang atau tidak berjalan.  

IMPLIKASI 

Dalam penelitian ini menerapkan teori 

tentang Implementasi Kebijakan Program 

(BUMdes) di Kecamatan Caringin Kabupaten 

Bogor menggunakan pandangan George C 

Edward III (2019) menetapkan tingkat 

keberhasilan impelemntasi kebijakan ialah: 
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a. Tingkat komunikasi, yang berfokus pada 
peningkatan penyaluran komunikasi yang 
dapat diterima oleh masyrakat tentang 
kejelasan informasi dan secara konsisten 
dalam penyampaian informasi terbaru 
terkait program.  

b. Tingkat sumber daya, yang berfokus pada 
peningkatan sumber daya manusia dan 
sarana dan prasarana.  

c. Tingkat disposisi, yang berfokus pada 
peningkatan pengangkatan birokrasi dan 
insentif. 

d. Tingkat struktur birokrasi, yang berfokus 
pada standard operating procedures (SOP) 
serta melaksanakan fragmentasi.  
Keberhasilan dari penelitiaan ini semoga 

dapat memberikan manfaat untuk pengurus 

Program (BUMDes) sebagai pedoman kebijakan 

dalam pengembangan program Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Caringin 

Kabupaten Bogor. Selain itu dapat 

meningkatkan kualitas program-Program 

kepada setiap Desa yang menjadi pilihan salah 

satu perkembangan dan kemajuan Desa di 

Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor sesuai 

dengan pedoman yang ada, dengan adanya hal 

ini dalam adanya salah satu kemajuan dan 

perkembangan desa menjadi contoh yang baik 

bagi desa yang lainnya. 
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